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ABSTRAK  

 

Penyitaan adalah suatu upaya hukum untuk melindungi kepemilikan dan/ 
atau penguasaaan terhadap suatu benda. Dalam proses kepailitan, sita umum 
bertujuan untuk melindungi harta pailit supaya tidak dialihkan oleh debitor pailit 
atau supaya para kreditor tidak sewenang-wenang menagih haknya dari harta 
pailit tersebut. Sedangkan dalam proses peradilan pidana, penyitaan bertujuan 
untuk menjadikan benda tersebut sebagai alat bukti karena diduga merupakan 
hasil tindak pidana atau benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. 
Aturan pada Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta pada Pasal 39 ayat 
(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, merupakan aturan yang sering 
dipertentangkan terkait sita umum kepailitan dan sita pidana, yaitu tentang mana 
yang lebih mendahulu.  
Dalam tesis ini penyusun memusatkan pembahasan pada akibat hukum dari 
adanya kepailitan yang diikuti dengan sita pidana oleh penyidik/ penuntut umum, 
dan sebaliknya. Serta pada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator, dan 
juga penyidik/ penuntut umum dalam upaya mencari jalan tengah demi 
terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak dalam perkara. 
Dan yang menjadi saran penulis dalam tesis ini adalah berkaitan dengan ketiadaan 
hukum yang menjembatani kedua aturan tersebut di atas, serta koordinasi yang 
dapat dilakukan kurator dan penyidik/ penuntut umum dalam menyikapi adanya 
sita. 
Kata Kunci: sita umum, sita pidana, harta pailit 
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ABSTRACT 

 

Seizure is a legal effort to protect the ownership and/ or the authorization of 
a certain thing. In the bankruptcy, a general seizure has the aim to protect the 
assets, so they will not be transferred by the debtor or to make sure that the 
creditors will not be despotic to ask for their rights from those assets. In the other 
hand, at the criminal court system, a seizure is held at the point that the 
investigator or the public prosecutor think that it was an outcome of a criminal act 
or used in the criminal act, so that it will be used in the verification stage. Article 
31 paragraph (2) of Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and The 
Postponement of Debt Payment Obligations, and Article 39 Paragraph (2) of The 
Criminal Procedure Code, are the two laws that often being compared, about 
which one is stronger than the other, the general seizure or the criminal seizure. 
Author, in this Thesis, is focus on the law consequences of the bankruptcy 
followes by a criminal seizure by the investigator or public prosecutor, vice versa. 
And on the Receiver’s efforts, and also the efforts of the investigator or public 
prosecutor, to find a way out, in order to fulfill the intention of each party. 
Author’s proposition in this Thesis is about the vacuum of law in which there is 
no law in between those two procedures, and also the coordination between the 
Receiver in bankruptcy and the investigator or the public prosecutor, to handle a 
seizure.  
Key words: general seizure, criminal seizure, assets of bankruptcy 
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